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PENGUSAHA TRANSPOR : Studi Tentang Pola-Pola Hubungan Hukum 
Antara Pengirim dengan PT. Bhanda Ghara Reksa 
 
ABSTRAK 
Pada zaman sekarang hampir setiap orang menggunakan alat transportasi untuk 
mereka bepergian, pada dasarnya penggunaan alat transportasi merupakan salah 
satu jenis kegiatan pengangkutan. Dalam kamus besar bahasa indonesia angkut 
memiliki arti mengangkat atau membawa atau mengirimkan. Pengangkutan 
berfungsi untuk memindahkan barang atau penumpang dari satu tempat ke tempat 
lain dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai. Pengangkutan tidak hanya 
dimaksudkan hanya untuk pengangkutan untuk manusia saja tetapi juga barang, 
karena di zaman sekarang kebutuhan manusia semakin meningkat, jadi diperlukan 
alat transportasi yang dapat menunjang mobilitas barang agar sampai kepada 
tempat yang dituju. Dalam melakukan pengiriman barang tidak setiap orang bisa 
melakukannya secara mandiri, karena beberapa orang memiliki kondisi dan 
keterbatasan yang berbeda-beda, seperti keterbatasan jarak, waktu, dan atau biaya, 
menjadi masalah tersendiri bagi beberapa orang. yang menjadi objek penelitian 
adalah bagaimana pola-pola hubungan hukum antara pengirim dengan PT. 
Bhanda Ghara Reksa, dan bagaimana tanggung jawab PT. Bhanda Ghara Reksa 
apabila pengiriman tidak berjalan dengan lancar. Metode penelitian ini dilakukan 
dengan pendekatan doktrinal normatif bersifat deskriptif analitis. Data yang 
digunakan data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder. Pengumpulan pustaka melalui studi pustaka. 
Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. 
Pengolahan data dilakukan dengan cara inventarisasi data, lalu diidentifikasi 
secara analitis doktrinal. 
 
Kata kunci : Pengangkutan, Pengusaha Transpor 
 
ABSTRACT 
Today almost everyone uses their means of transportation for traveling. basically 
the use of means of transportation is one type of transportation activities. In a 
large dictionary Indonesian transport means to lift or carry or transmit. The 
function of transporting is to move freight or passengers from one place to another 
with the intent to increase the usability and value. Transportation is not only 
meant only for the carriage to humans, but also the goods, because in today's 
human needs is increasing, so the necessary means of transportation that can 
support the mobility of goods in order to arrive at a destination. In shipping goods 
not everyone can do it independently, as some people have different condition and 
limitation, such as the limitations of distance, time, or cost, a problem for some 
people. which became the object of research is how the patterns of the legal 
relationship between the sender and PT. Bhanda Ghara Reksa, and how the 
responsibility of PT. Bhanda Ghara Reksa if the delivery is not running smoothly. 
This research method is done with the normative doctrinal approach is descriptive 
analytical. The data used in primary and secondary data consisting of primary 
legal materials and secondary law. Library collection through literature. Data was 
2 
collected by literature study and interviews. Data processing is done by means of 
an inventory of data and analytically identified doctrinal.  
Keywords: Transportation, Transport Entrepreneur 
1. PENDAHULUAN
Pada zaman sekarang hampir setiap orang menggunakan alat 
transportasi untuk mereka bepergian, pada dasarnya penggunaan alat 
transportasi merupakan salah satu jenis kegiatan pengangkutan. Dalam kamus 
besar bahasa indonesia angkut memiliki arti mengangkat atau membawa atau 
mengirimkan. Sedangkan pengangkutan dalam kamus besar bahasa indonesia 
dijabarkan sebagai usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang 
atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. 
Pengangkutan berfungsi untuk memindahkan barang atau penumpang 
dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud meningkatkan daya guna dan 
nilai.
1
 Di indonesia fungsi pengangkutan sangat diperlukan, mengingat karena
letak geografis indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, pengangkutan di 
indonesia dapat dilakukan melaui darat, laut, dan udara, dengan demikian, 
dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan dan juga komunikasi antar 
daerah yang ada di indonesia. 
Suatu  penyelenggaraan pengangkutan bisa terjadi karena adanya 
perjanjian. Perjanjian biasanya terjadi dengan didahului dengan penawaran 
dan penerimaan yang dilakukan oleh pengangkut dan  pengirim secara timbal 
balik. Serangkaian perbuatan tersebut dilakukan atas “persetujuan” bersama 
antara pengangkut dan pengirim. Abdulkadir memperjelas keterangannya 
bahwa perjanjian pengangkutan niaga adalah persetujuan dengan mana 
pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan 
penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan 
selamat, dan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan. 
Perjanjian pengangkutan selalu diadakan secara lisan akan tetapi didukung 
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 H.M.N Purwosutjipto, 1994, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia , Jakarta: Djambatan 
Hal 1 
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oleh dokumen yang dapat membuktikan bahwa perjanjian telah terjadi atau 
telah disetujui oleh kedua belah  pihak.
2
  
Dalam perjanjian pengangkutan terkait dua belah pihak, yaitu 
pengangkut dan pengirim barang. Perjanjian pengangkutan sendiri termasuk 
consensuil (timbal balik), dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk 
menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ke tempat tujuan tertentu, 




Dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antara pengangkut dan 
pengirim maka juga akan timbul hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak. 
Hal ini brarti bahwa penyelenggaraan pengangkutan merupakan hak dan 
kewajiban pengangkut, pada Pasal 466 dan Pasal 521 KUHD menetapkan 
definisi pengangkut laut dan bukan pengangkut pada umumnya, pasal 466 
berbunyi: “Pengangkut. Dakam arti menurut titel ini adalah orang yang baik 
karena penyediaan kapal menurut waktu atau penggunaan penyediaan kapal 
menurut waktu atau penggunaan penyediaan kapal menurut perjalanan, 
maupun karena perjanjian lainnya, mengikat diri untuk melaksanakan 
pengangkutan barang-barang seluruhnya atau sebagian menyebrang laut”. 
Sedang pasal 521 berbunyi: “Pengangkut. Dakam arti menurut titel ini adalah 
orang yang baik karena penyediaan kapal menurut waktu atau penggunaan 
penyediaan kapal menurut waktu atau penggunaan penyediaan kapal menurut 
perjalanan, maupun karena perjanjian lainnya mengikatkan diri untuk 
melaksanakan pengangkutan orang-orang (musafir, penumpang) seluruhnya 
atau sebagian menyebrang laut”. Lawan pihak dari pengangkut ialah 
pengirim, yang juga definisinya tidak terdapat dalam KUHD.
4
 Kewajiban 
pengirim adalah untuk membayar biaya angkutan. Disamping mencari 
keuntungan pengangkut juga bertanggung jawab atas kepuasan pengirim, 
karena pengirim selaku pelanggan dalam hal tersebut, karena kepuasan 
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pelanggan merupakan salah satu faktor utama dalam hal pelayanan jasa 
pengangkutan.
5
Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi: 
Pertama, bagaimana hubungan hukum antara pengirim dengan PT. Bhanda 
Ghara Reksa. Kedua, Bagaimana tanggung jawab dari PT. Bhanda Ghara 
Reksa bila penyelenggaraan pengangkutan tidak berjalan dengan lancar. 
Untuk melihat lebih jauh bagaimana pola hubungan hukum antara 
pengirim dengan PT. Bhanda Ghara Reksa, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum 
antara pengirim dengan PT. Bhanda Ghara Reksa dan untuk mengetahui 
tanggung jawab dari PT. Bhanda Ghara Reksa apabila penyelenggaraan 
pengangkutan tidak berjalan dengan lancar.  
2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian menggunakan metode pendekatan doktrinal 
normatif dengan jenis penilitian deskriptif. Sumber data meliputi data primer 
dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi 
kepustakaan, dokumentasi, daftar pertanyaan dan wawancara. Metode analisis 
data menggunakan analisis kualitatif yaitu metode dan teknik pengumpulan 
datanya dengan cara menganalisis data sekunder dipadukan dengan data 
primer yang diperoleh langsung dari lapangan. 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Pola Hubungan Hukum Antara Pengirim dengan PT. Bhanda Ghara
Reksa 
Dalam pengiriman barang yang dilaksanakan oleh PT. Bhanda Ghara 
Reksa biasanya terdiri dari beberapa pihak yaitu pihak atas nama perorangan 
maupun usaha perorangan. Dan dalam  tiap-tiap perjanjanjian ada dua macam 
subjek, yaitu ke-1 seorang manusia (perorangan) atau suatu badan hukum 
yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu (debitur) dan ke-2 seorang 
5
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manusia (perorangan) atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan 
kewajiban itu (kreditur).
6
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, 
melalui wawancaranya dengan salah satu pegawai PT. Bhanda Ghara Reksa 
yaitu bapak Budi Cahyono pada tanggal 15 September 2016, bahwa apabila 
pengirim mau memakai jasa dari PT. Bhanda Ghara Reksa mereka harus 
cukup umur menurut undang-undang untuk melakukan suatu perjanjian.  
Subjek hukum yang terdiri dari pengirim yang merupakan orang 
perorangan dan PT. Bhanda Ghara Reksa yang merupakan badan hukum yang 
berbentuk Perseroan Terbatas, dalam kaitannya dengan pengiriman yang 
dilakukan oleh mereka yang dibawah umur, maka PT Bhanda Graha Reksa 
tidak memberikan pengecualian, semua dianggap tidak cakap tanpa 
mengindahkan pengertian cakap sesuai perundangan yang berlaku. Dengan 
demikian maka perjanian antara PT. Bhanda Graha Reksa dengan pengirim 
dianggap cacat hukum dan tidak terpenuhi jika pengirim adalah anak dibawah 
umur dan yang dianggap tidak cakap menurut peraturan perundangan yang 
berlaku. Peraturan umum mengenai Badan Hukum yang berbentuk Perseroan 
Terbatas terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 
Tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa : perseroan terbatas, 
yang selanjutknya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan 
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan 
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta 
peraturan pelaksanaanya. Menurut Neng Yani Suryani badan hukum adalah 
organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang 
dapat menyandang hak dan kewajiban. Negara dan perseroan terbatas adalah 
organisasi atau kelompok manusia yang merupakan badan hukum.
7
. 
Pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan 
pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan 
pengangkutan barang dan/atau dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu 
dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang 
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 Mengenai objek hukum yang diperjanjikan adalah barang yang 
dapat diantar oleh PT. Bhanda Ghara Reksa, Pengertian objek dalam 
pengiriman oleh PT. Bhanda Graha Reksa dapat terlihat dalam klausal “isi 
kiriman : .......”, dimana dalam isi kiriman tersebut disebutkan jenis barang 
yang akan dikirim oleh pengirim, dan petugas mengetahui barang – barang 
tersebut tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku, lalu objek 
yang selanjutnya adalah uang angkutan, uang angkutan yang harus 
dibayarkan pengirim kepada PT. Bhanda Ghara Reksa sebagai ongkos kirim, 
untuk uang angkutan PT. Bhanda Ghara Reksa sudah memiliki tarif sendiri 
untuk setiap pengirimannya, tarif tersebut sudah dihitung dan tidak ada 
perinciannya. Karena tidak ada perincian mengenai tarif tersebut maka PT. 
Bhanda Ghara Reksa termasuk dalam ciri-ciri dari pengusaha transpor.  
Dalam hal mengenai hak dan kewajiban, sebagai pangangkut PT. 
Bhanda Ghara Reksa memiliki hak untuk menerima pembayaran sebagai 
biaya kirim yang harus dibayarkan pengirim sesuai dengan tarif yang telah 
disetujui atau disepakati. Biaya pengiriman tersebut tersebut harus berupa 
sejumlah uang. Meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam sesuatu 
pasal undang-undang, namun sudah dengan sendirinya termaktub didalam 
pengertian jual-beli, oleh karena bila tidak, umpamanya harga itu berupa 
barang, maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi “tukar menukar”, atau 
kalau harga itu berupa suatu jasa, perjanjianya akan menjadi suatu perjanjian 
kerja, dan begitu seterusnya.
9
 Lalu kemudian hak yang selanjutnya adalah hak 
untuk mendapatkan kepastian tentang isi paket, dan untuk barang-barang 
yang dianggap mencurigakan, PT, Bhanda Ghara Reksa berhak untuk 
membuka dan memeriksa isi barang kiriman tersebut, karena menurut Pasal 
163 ayaT (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan menyebutkan bahwa : Pemilik agen ekspedisi muatan barang 
atau pengirim yang menyerahkan barang khusu wajib memberitahukan 
kepada pengelola pergudangan dan/atau penyelenggara angkutan barang 
sebelum barang dimuat ke dalam kendaraan bermotor umum. 
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Mengenai kewajiban dari PT. Bhanda Ghara Reksa memang tidak 
disebutkan dalam tanda pengiriman yang diterima oleh pengirim, namun 
mengenai kewajiban tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 186, 187, 188 dan 
189 dan menurut pendapat dari H.M.N Purwosutjipto bahwa kewajiban dari 
pengangkut ialah mengangkut atu menyelenggarakan pengangkutan barang 
dari tempat pemuatan itu dapat diserahkan kepada penerima dengan lengkap 
dan utuh, tidak rusak atau kurang, ataupun terlambat.
10
Dalam hal mengenai hak pengirim, ialah untuk mendapatkan pelayana 
yang baik serta penyampaian barang secara tepat waktu dan selamat sampai 
ke tangan penerima, dimana hal tersebut merupakan kewajiban dari PT. 
Bhanda Ghara Reksa sebagai pengangkut. Kewajiban pengangkut adalah 
menyelenggarakan pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain, 
sedangkan kewajiban pengirim adalah untuk membayar uang angkutan. 
Dalam hal tersebut pengirim memiliki hak mengenai keselamatan barang 
yang harus dilakukan oleh pengangkut, . 
Adapun mengenai kewajiban pengirim yaitu pengirim harus 
memberikan keterangan asli tentang isi kiriman hal tersebut sudah dituliskan 
dalam tanda bukti kiriman nomor 3 bahwa isi pengirima yang tidak sesuai 
dengan keterangan yang diberikan merupakan pelanggaran yang dapat 
dituntut melalui jalur hukum, dan terhapap pengiriman yang dicurigai BGR 
berhak mengadakan pemeriksaan/uji petik sesai dengan ketentuan peraturan 
yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Lalu kewajiban pengirim 
selanjutnya adalah untuk membayar uang angkutan sebagai biaya angkut 
yang dilakukan oleh pengangkut, menurut H.M.N Purwosutjipto bahwa 
kewajiban pengirim ialah membayar uang angkutan sebagai kontra prestasi 
dari penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkut.
11
Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa perjanjian yang 
dilakukan adalah perjanjian pengusaha transpor dengan pengirim karena {T. 
Bhanda Ghara Reksa melakukan pengangkutan barang-barang dengan satu 
10
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jumlah uang tertentu yang dibayarkan oleh pengirim. Menurut H.M.N 
Purwosutjipto orang bertindak sebagai pengusaha transpor 
(transportindernemer), bila dia menerima barang-barang tertentu untuk 
diangkut dengan uang angkutan tertentu pula, tanpa mengikatkan diri untuk 
melakukan pengangkutan itu sendiri. Jadi. Pengusaha transpor menerima 
seluruh pengangkutan dengan satu jumlah uang angkutan untuk seluruhnya, 
tetapi tidak, atau hanya sebagian saja yang diangkutnya sendiri.
12
 
Selanjutnya Perjanjian antara pengusaha transpor dan pengirim disini 
objeknya berupa barang-barang yang diserahkan oleh pengirim kepada 
pengusaha transpor untuk dikirimkan dan uang angkut dengan satu jumlah 
tertentu yang harus dibayarkan oleh pengirim sebagai biaya angkut. 
 Selanjutnya hak dari pengusaha transpor adalah menerima pembayaran 
sebagai uang angkut yang dibayarkan oleh pengirim, dalam hal hak menerima 
upah sebagai biaya angkut diatur dalam pasal 93 KUHD.  
Selanjutnya kewajiban pengusaha transpor disini adalah untuk 
mengangkut  barang-barang setelah diterimanya barang-barang tersebut dan 
telah dilakukan pembayaran oleh pengirim. Dalam hal ini pengusaha transpor 
bertindak sebagai pengangkut berlaku pasal 466 KUHD yang berbunyi: 
“Pengangkut dalam pengertian bab ini ialah orang yang mengikat diri, baik 
dengan carter menurut aktu atau carter menurut perjalanan, maupun dengan 
suatu perjanjian lain, untuk menyelenggarakan pengangkutan barang 
seluruhnya atau sebagian melalui laut.” 
 
3.2 Tanggung Jawab PT. Bhanda Ghara Reksa Apabila Penyelenggaraan 
Pengiriman Tidak Berjalan dengan Selamat 
Selain memiliki kewajiban, PT. Bhanda Ghara Reksa juga mempunyai 
tanggung jawab. Tanggung jawab PT. Bhanda Ghara Reksa berawal pada saat 
pengguna jasa menyerahkan barang yang akan dikirimkan pada kantor cabang 
PT. Bhanda Ghara Reksa hingga barang tersebut diterima sesuai dengan 
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alamat yang dicantumkan pada barang pos tersebut. Dari hasil wawancara 
yang dilakukan terhadap narasumber diketahui : 
“...iya mengenai tanggung jawab itu, kita bertanggung jawab setelah 
barang tersebut diterima dan pengirim telah membayar lunas biaya kiriman, 
lalu kita antarkan ke alamat yang dituju...”13
Wanprestasi adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh kelalaian atau 
kesalahanya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah 
ditentukan dalam perjanjian dan bukan keadaan memaksa.
14
.
Mengenai bentuk wanprestasi dari PT. Bhanda Ghara Reksa 
diantaranya adalah Pertama, barang yang dikirimkan tidak sampai atau 
hilang, Kedua, barang yang dikirimkan diteriman dalam kondisi rusak/cacat 
atau tidak utuh, Ketiga, barang yang dikirimkan terlambat sampai ke tangan 
penerima 
Dalam hal bentuk wanprestasi yang pertama yaitu barang yang 
dikirimkan tidak sampai atau hilang, jika barang yang dikirimkan tidak 
sampai atau hilang karena faktor pengiriman seperti hilang pada saat dalam 
perjalanan dan hilang di kantor asal ataupun saat sudah berada di kantor 
tujuan, maka pihak PT. Bhanfa Ghara Reksa akan memberikan ganti rugi 
sesuai dengan yang tertulis dibalik tanda bukti kiriman. Apabila dalam 
pengiriman paket terbukti hilang karena penyebab kesalahan dari pihak PT. 
Bhanda Ghara Reksa maka tanggung jawab yang dibebankan adalah seperti 
yg tertulis dalam tanda bukti kiriman yaitu “bilamana terjadi kehilangan 
kiriman maka BGR memberikan penggantian maksimum 10 kali biaya 
kirim”.  
Lalu selanjutnya bentuk wanprestasi yang kedua yaitu barang yang 
dikirimkan diterima dalam kondisi rusak/cacat atau tidak utuh, dalam 
kesepakatan antara PT. Bhanda Ghara Reksa dengan pengirim disepakati 
bahwa barang diterima sesuai dengan kondisi pada saat dikirimkan. Akan 
tetapi pada saat barang diterima oleh penerima barang sudah tidak seperti saat 
dikirimkan barang pada saat diterima sudah cacat atau rusak. Jika barang 
13
 Budi Cahyono, Op. Cit. 
14
 Nindyo Pramono, 2003, Hukum Komersil, Jakarta: Universitas Terbuka Hal. 21. 
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yang dikirimkan diterima dalam kondisi rusak/cacat atau tidak utuh maka PT. 
Bhanda Ghara Reksa akan memberikan ganti rugi yang diterima oleh 
pengirim adalh sebesar asuransi barag yang dilakukan oleh pengirim apabila 
pengirim mengasuransikan barang kirimannya maka besarnya ganti rugi 
maksimal 10x biaya kirim atau Rp.1.000.000,-. 
Selanjutnya bentuk wanprestasi yang ketiga adalah barang yang 
dikirimkan terlambat sampai ke tangan penerima, dalam hal kesepakatan 
antara PT. Bhanda Ghara Reksa dan pengirim, diperjanjikan mengenai 
estimasi mengenai kapan waktu barang akan sampai ke tangan penerima atau 
ke alamat tukuan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya PT. Bhanda Ghara 
Reksa tidak dapat mengirimkan barag tepat pada waktu yang telah dijanjikan. 
Hal lain yang biasa terjadi mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh PT. 
Bhanda Ghara Reksa adalah barang yang dikirim terlambat diterima, 
mengenai keterlambatan ini yang menjadi tanggung jawab PT. Bhanda Ghara 
Reksa adalah khusus pada pelayanan kilat, sedangkan untuk pengiriman biasa 
tidak mendapat ganti rugi. 
Menurut pendapat H.M.N Purwosutjipto, tanggung jawab disini bentuk 
perikatan yang mewajibkan penanggung jawab untuk mengganti kerugian 
kepada pihak ketiga, bila terjadi kerugian yang disebabkan karena sebab-
sebab yang menjadi tanggung jawab pengangkut, yang disebut oleh undang-
undang. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa mengenai barang hilang atau 
tidak sampai ke tujuan, atau barang sampai tetapi tidak utuh atau rusak, dan 
barang terlambat sampai tempat tujan, dan besarnya ganti rugi yang harus 
dibayarkan oleh PT. Bhanda Ghara Reksa yaitu berupa 10 kali biaya kirim 
atau Rp.1.000.000,- tidak sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan 
Pendapat dari H.M.N Purwostjipto. 
Selain wanprestasi yang dilakukan oleh pengangkut, wanprestasi juga 
terkadang dilakukan oleh pihak pengirim, pengirim dianggap melakukan 
wanprestasi apabila terdapat ketidaksesuaian antara apa isi barang dengan apa 
yang tertulis dalam bukti pengiriman, dalam hal tersebut pengirim termasuk 
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melakukan wanprestasi karena memberikan keterangan palsu terhadap barang 
yang akan dikirimkannya. 
Selanjutnya pengirim dianggap melakukan wanprestasi apabila 
pengirim tidak kuat dalam membungkus paket atau kirim, ketentuan 
mengenai tata cara pembungkusan atau pengepakan barang adalah kewajiban 
yang harus dipenuhi oleh pengirim, jika hal ini tidak dipenuhi maka pengirim 
dianggap telah melakukan wanprestasi. 
Lalu yang selanjutnya pengirim dianggap melakukan wanprestasi 
apabila pengirim melakukan pengiriman untuk barang yang sebenarnya 
dilarang untuk dikirimkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. 
Jika wanprestasi sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh pengirim 
maka berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam KUHD dan undang-undang 
yang berlaku maka akibat hukum yang timbul adalah PT. Bhanda Ghara 
Reksa tidak akan memberikan ganti rugi terhadap barang tersebut. Pasal 91 
KUHD menyebutkan bahwa : Para pengangkut dan juragan kapal harus 
bertanggung jawab atas semua kerusakan yang terjadi pada barang-barang 
dagangan atau barang-barang yang telah diterima untuk dingkut, kecuali hal 
itu disebabkan oleh vavat barang itu sendiri, atau oleh keadaan di luar 
kekuaaan mereka atau kesalahan atau kelalalian pengirim atau ekspeditur. 
Dalam pelaksanaan pengiriman barang yang dilakukan oleh PT. Bhanda 
Ghara Reksa keadaan memaksa yang sering dialami adalah keterlambatan 
karena alamat yang kurang jelas untuk paket dengan transportasi darat, dan 
kondisi sarana yang terganggu. Kondisi transportasi yang terganggu ini 
misalnya untuk yang menggunakan transportasi laut adalah kondisi ombak 
yang tinggi atau kondisi jarak pandang dan kabut yang tebal sehingga tidak 
memungkinkan untuk melakukan pengiriman barang dengan aman. 
Menurut H.M.N Purwosutjipto yang dapat dipakai alasan oleh 
pengangkut untuk menolak tuntutan pengirim atau ekspeditur ialah “keadaan 
memaksa (overmacht, force majeur). Pengertian mengenai keadaan memaksa 
terdapat dalam Pasal 91 dan 92 KUHD. 
Terjadinya overmacht mengakibatkan adanya risiko, yang dimaksud 
dengan risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh 
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suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak.
15
 Risiko dalam 
hal ini dibedakan antara risiko pada perjanjian sepihak dan risiko pada 
perjanjian timbal balik. Karena perjanjian pengangkutan merupakan 
perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, maka, risiko 
perjanjian pengangkutan diatur dalam Pasal 1545 KUH Perdata yang 
berbunyi : Jika barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukan musnah 
di luar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur dan pihak 
yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kebali barang yang telah 
ia berikan dalam tukar-menukar. 
Berdasarkan uraian diatas maka PT. Bhanda Ghara Reksa tidak 
bertanggung jawab atas semua risiko teknik yang terjadi dalam pengiriman, 
dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1545 KUH Perdata dan 
pendapat dari Prof. R. Subekti 
 
4. PENUTUP 
Pertama, Subjek hukum yang terdiri dari PT Bhanda Ghara Reksa yang 
merupakan badan hukum yang berupa Perseroan Terbatas, Subjek hukum 
pengirim yang merupakan orang perorangan, subjek hukum pengirim tidak 
boleh anak dibawah umur menurut undang-undang, pengirim haruslah orang 
dewasa dan dianggap cakap menurut hukum. Objek hukum yang berupa 
barang dimana barang yang dikirimkan oleh pengirim merupakan barang-
barang yang tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku dan objek 
uang angkutan yang tarifnya sudah ditentukan oleh PT Bhanda Ghara Reksa 
dan disepakati oleh pihak pengirim. Hak dari pengirim adalah mengenai 
keselamatan barang sampai ke tangan penerima, dimana hal tersebut 
merupakan kewajiban dari pengangkut untuk menjaga keselamatan barang, 
Kewajiban pengirim adalah memberitahukan isi kiriman dan membayar uang 
angkutan sebagai kontra prestasi dari penyelenggaraan pengangkutan yang 
dilakukan oleh pengangkut.  
Kedua, Apabila terjadi wanpretasi yang dilakukan oleh PT Bhanda 
Ghara Reksa yang berupa barang tidak sampai atau hilang, barang yang 
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 R. Subekti. Op. Cit hal 24 
13 
dikirimkan diterima dalam kondisi rusak/cacat atau tidak utuh dan barang 
terlambat diterima oleh penerima, maka PT Bhanda Ghara Reksa 
bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dan harus memberikan ganti 
rugi kepada pengirim, mengenai besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan 
oleh PT Bhanda Ghara Reksa yaitu berupa 10 kali biaya kirim atau RP. 
1.000.000,- apabila pengirim tidak mengasuransikan kirimannya. Hal ini 
tidak sesuai dengan pasal 193 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 22 tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan  pendapat dari H.M.N 
Purwosutjipto. Apabila terjadi overmacht dalam pengiriman barang yang 
dilakukan PT. Bhanda Ghara Reksa, maka PT Bhanda Ghara Reksa tidak 
harus memberikan ganti rugi karena hal tersebut disebabkan oleh suatu hal 
yang tidak terduga dan tidak disengaja, Mengenai risiko bahwa PT Bhanda 
Ghara Reksa tidak bertanggung jawab atas semua resiko teknik yang terjadi 
dalam pengiriman, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 1545 KUH 
Perdata dan pendapat dari Prof. R. Subekti. 
Dari kesimpulan di atas, sedikit saran yang ingin penulis sampaikan 
kepada pihak Para pihak, yaitu: Pertama, Permasalahan wanprestasi 
merupakan masalah yang tidak dapat dihindari. Untuk menghindari terjadi 
kesepakatan mengenai wanprestasi sebaiknya dicantumkan dalam lembara 
pengiriman dan penerimaan barang yang dilakukan oleh PT Bhanda Ghara 
Reksa, karena hal ini dapat menjadikan transparansi hal apa yang dapat 
dimintakan ganti rugi kepada pihak PT Bhanda Ghara Reksa dan menjadi 
tanggung jawab dari pengirim itu sendiri. Kedua Mengenai overmacht yang 
terjadi seharusnnya diberikan penjelasan, apakah barang akan tetap 
dikirimkan ke alamat tujuan setelah kondisi darurat berhenti atau selesai, dan 
atau barang tersebut akan dikembalikan kepada pengirim. Karena sesuai 
dengan ketentuan yang ada, barang masih menjadi hak pengirim sebelum 
diterimakan kepada penerima. 
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